




BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR  24  TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN 
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;



Mengingat	:	1. 	Undang-Undang Nomor  15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
0. Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
0. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
1. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN 

Pasal 2
2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDesa.
2. Kegiatan yang dibiayai oleh dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB III
PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 3
1. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
1. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan target pajak daerah pada APBD  tahun anggaran berjalan.
1. Apabila terjadi selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
1. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
1. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan 
1. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
1. Besarnya bagian dari hasil pajak daerah kepada desa ditentukan oleh variabel realisasi pemungutan PBB tahun sebelumnya, jumlah ketetapan/target PBB tahun sebelumnya, jumlah penduduk dan luas wilayah dengan pembobotan :

	VARIABEL
	BOBOT
	ANGKA BOBOT

	Persentase realisasi pemungutan PBB
	4
	0,40

	Jumlah ketetapan/target PBB
	3
	0,30

	Jumlah Penduduk
	2
	0,20

	Luas Wilayah
	1
	0,10

	Jumlah
	10
	            1


1. Besarnya bagian dari hasil pajak daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan rumus  :
	BHPD x    
	=
	BHPR + BHPPDx	

	BHPPD x
	=
	BDx X  (BHP – ∑ BHPR)

	BDx
	=
	a1KV1 + a2KV2 + a3KV3 + a4KV4

	KV1,2,3,4x
	=
	V1,2,3,4x
∑ Vn



Keterangan :
BHPDx 		:  Bagian dari Hasil Pajak Desa x
BHPR 		:  Bagian dari Hasil Pajak Rata-rata
BHPPDx 	:  Bagian dari Hasil Pajak Proporsional Desa x
BDx 		:  Bobot Desa x
BHP  		:  Total Bagian dari Hasil Pajak Daerah
∑ BHPR		:  Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Rata-rata
a1, a2, a3, a4	:  Angka bobot masing-masing variable
KV1		:  Nilai Koefisien Variabel Prosentase realisasi pemungutan PBB
KV2		:  Nilai Koefisien Jumlah ketetapan/target PBB
KV3		:  Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV4		:  Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
V1,2,3,4	:  Angka masing-masing variabel
∑Vn		:  Jumlah angka masing-masing variabel 1,2,3,4 untuk seluruh desa
1. Besarnya alokasi bagian dari hasil pajak daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 4
1. Pengalokasian bagian dari hasil retribusi daerah kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
1. Pengalokasian bagian dari hasil retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan target retribusi daerah pada APBD  tahun anggaran berjalan.
1. Apabila terjadi selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi daerah akan diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
1. Pengalokasian bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
0. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan 
0. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
1. Besarnya alokasi bagian dari hasil retribusi daerah ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, luas wilayah, serta keberadaan dan jumlah obyek retribusi dengan pembobotan :

	VARIABEL
	BOBOT
	ANGKA BOBOT

	Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Keberadaan dan jumlah obyek retribusi
	6
3

1
	0,6
0,3

0,1

	Jumlah
	10
	            1



1. Besarnya bagian dari hasil retribusi daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan rumus  :
	BHRDx
	=
	BHRR + BHRPDx

	BHRPDx
	=
	BDx  X (BHR - ∑ BHRR)

	BDx	
	=
	a1KV1 + a2KV2+ a3KV3

	KV1,2,3x
	=
	V1,2,3x
∑Vn





Keterangan :
BHR Desa x	:  Bagian dari Hasil Retribusi Desa x
BHRR	:  Bagian dari Hasil Retribusi Rata-rata  
BHRPDx	:  Bagian dari Hasil Retribusi Proporsional Desa x
BDx	:  Bobot Desa x
BHR	:  Bagian dari Hasil Retribusi  
∑ BHRR	:  Jumlah Bagian dari Hasil Retribusi Rata-rata
a1, a2, a3	:  Angka bobot masing-masing variable
KV1	:  Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk
KV2	:  Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
KV3	:  Nilai Koefisien Variabel Keberadaan dan jumlah obyek retribusi
V1,2,3x	:  Angka jumlah masing-masing variabel
∑Vn          	:  Jumlah angka masing-masing variable 1,2,3 untuk seluruh desa
1. Besarnya alokasi bagian dari hasil retribusi daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN

Pasal 5
0. Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
0. Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahap pada triwulan II dan triwulan IV.

Pasal 6
Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dipergunakan membiayai pelaksanaan kegiatan dalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga.


BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 7
Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa. 

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8
0. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.
0. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan Camat. 
0. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  9
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di  Wonosari
pada tanggal  31 Mei 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL,




BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
[bookmark: _GoBack]pada tanggal  31 Mei 2018
      SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,




DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 24

